WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOTA SURAKARTA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan
demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan
masyarakat terhadap kebijakan publik;

bahwa  masyarakat dijjamin haknya untuk
memperoleh informasi publik sepanjang informasi
publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan
informasi yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk diberikan, atau
diumumkan kepada  masyarakat, karena jika
diberikan atau diumumkan akan membahayakan
kepada kepentingan publik atau meresahkan
kehidupan masyarakat;

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka dipandang perlu menyusun
Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagai arahan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan Kota Surakarta
yang baik, yang memperhatikan nilai-nilai agama,
moral dan sosial yang hidup dan berkembang di
Kota Surakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta;

Mengingat: . . .



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .




Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK KOTA SURAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
>
3.

10,

Daerah adalah Kota Surakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD  adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan
untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan
informasi ke masyarakat.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Badan publik dan Badan Publik Daerah yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan pemerintahan daerah dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik

Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk

partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,

yang . .




11.

12,

13.

14.

15.

16.
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22,

23

yang berada di daerah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu
pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah  pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di
Pemerintahan Daerah.

Pengguna informasi publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik.

Pemohon informasi publik adalah warga negara
dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik.

Komisi Informasi Kota adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui
mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah
lembaga mandiri  yang berfungsi menyelesaikan
sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah
Provinsi Jawa Tengah melalui mediasi dan/atau
ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sengketa Informasi publik adalah sengketa yang
terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan
Publik Lainnya dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak yang dibantu oleh Komisi Informasi
Kota sebagai pihak ketiga netral.

Ajudikasi adalah  proses  penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi Kota.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik
Lainnya.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang
tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan
informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

24. Jangka: . . .




24.Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu
tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

25. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada
orang atau badan hukum perdata atas beban Badan
Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya
kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali
informasi  publik yang dikecualikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap
pemohon informasi publik dengan mekanisme
memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana.

(3) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan

umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangan dengan seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keterbukaan Informasi publik dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah adalah  untuk
memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan informasi publik dalam rangka:

a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui
rencana dan proses pengambilan keputusan publik
serta alasan pengambilan kebijakan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam = proses
pengambilan keputusan publik;

c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

d. mendorong . . .




